BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kinerja
Anggran DAK pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020. Dari hasil analisis
yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau
dikemukakan, antara lain :

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1 Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan
untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.

2. Rasio Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dengan
membandingkan (realisasi anggaran) yaitu serapan kegiatan dan (target
anggaran) yaitu dana anggara, maka hasilnya adalah prestasi kinerja
anggaran pada Dana Alokasi Khusus adalah efektif. Dalam tiga tahun
anggaran jumlah anggaran untuk DAK rata-rata serapan pada DAK
Dinas Pendidikan Timor Tengah Utara adalah sangat efektif.

3. Rasio Efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh dengan
membandingkan antara input (raelisasi belanja) dan output (realisasi
anggaran) diperoleh tingkat efisiensi Dinas Pendidikan Kabupaten
Timor Tengah Utara yang telah terealisasi bahwa prestasi kinerja
anggaran termasuk pada kriteria yang sangat efisien dengan tingkat

prestasi sampai dengan atau di bawah 10%
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4. Rasio Pertumbuhan kemampuan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
terbukti pada penghitungan rasio pertumbuhan pendapatan, sedangkan
Rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan.

6.2 Saran

a. Sesuai dengan prinsip anggaran Kinerja, bahwa untuk melihat kinerja
kebijakan pemerintah berkaitan dengan pendidikan harus memperhatikan
input, output, dan outcome namun dalam penelitian ini hanya sampai
mengetahui outcome karena peneliti hanya menggunakan pada Dana
Alokasi Khusus saja dan belum Dana Alokasi Umum diharapkan peneliti
lain ada yang mampu memberikan tambahan variabel penelitian.

b. Perlu peningkatan kinerja pada (belanja), khususnya belanja Tunjangan
profesi Guru yang mengalami keterlambatan sehingga diharapkan dapat
tepat waktu.

c. Dalam menentukan target, perlu lebih teliti menulis Daftar Penerima

Anggaran.
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